
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 
Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Taman Budaya Provinsi Kalimantan 
Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 
Tahun 2017 tetah ditetapkan Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 1  ayat (2) huruf e 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, kriteria 
pembentukan UPTD meliputi tersedianya Jabatan 
Fungsional Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD 
yang bersangkutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b, serta dalam rangka efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja 
Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya dan Unit 
Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat, 
yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur, 
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi 
Kalimantan Barat; 
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1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten.tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106);  

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Ten.tang 
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di 
Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3599); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang 
Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5733); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pera.ngka.t Da.era.h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lemba.ra.n Negara Republik Indonesia. 
Nomor 6402); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 
1 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 9); 

12.  Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 
Nomor 8 1 ) ;  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS MUSEUM PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 60), diubah sebagai 
berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
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2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan 
Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Kalimantan Barat. 

6. Unit Pelaksana Teknis Museum yang selanjutnya disebut UPT Museum 
adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis 
tertentu dibidang museum. 

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

1 1 .  Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

12.  Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada instansi pemerintah. 

13 .  Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya disingkat JF adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada instansi pemerintah. 

15 .  Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia atau benda alam, 
bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, 
atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang 
kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas 
dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, 
serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan. 

16 .  Benda cagar budaya di Museum adalah semua koleksi Museum berupa 
benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang 
disimpan, dirawat, diamankan dan dimanfaatkan di Museum yang 
diperoleh dari hasil penemuan, hibah imbalan jasa, titipan atau hasil 
dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang--undangan 
yang berlaku. 
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17. Parneran museum adalah suatu kegiatan teknik penataan koleksi pada 
ruang pameran tetap maupun tidak tetap yang diatur menurut suatu 
sistem tertentu, sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, 
komunikatif, informatif dan edukatif. 

18. Pengadaan koleksi ialah suatu kegiatan pengumpulan benda-benda 
asli (realia) atau reflika yang dapat dijadikan koleksi museum dan 
berguna sebagai bahan pembuktian sejarah alarn dan budaya manusia 
serta lingkungannya dari wilayah nusantara yang dapat 
menggambarkan identitas kesatuan bangsa. 

19. Studi perbandingan koleksi ialah suatu kegiatan penelitian dilapangan 
untuk mendapatkan data-data tentang latar belakang, fungsi untuk 
bahan melengkapi data suatu jenis koleksi museum. 

20. Penyajian adalah melaksanakan pergelaran dan pameran karya seni 
yang dapat memberikan hiburan sehat kepada masyarakat. 

2 1 .  Peningkatan Mutu adalah suatu kegiatan melaksanakan penggalian, 
penelitian dan pengembangan seni daerah serta kegiatan di bidang 
kebudayaan lintas Kabupaten dan Kota untuk memberikan penilaian. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

UPT Museum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 
di bidang Museum dan taman budaya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT 
Museum mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja UPT Museum; 

b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, 
pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Museum; 

c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengumpulan, perawatan, 
pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan 
ilmiah; 

d. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi hasil penelitian koleksi 
benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; 

e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di biclang edukatif kultural 
dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan 
ilmiah; 

f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang koleksi, konservasi 
dan preparasi; 

g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang bimbingan edukasi 
dan hubungan kelembagaan; 

h. pelaksanaan kegiatan teknis operasional museum dan dokumentasi 
ilmiah; 
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i. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang seni lintas 

Kabupaten dan Kota serta pelaksanaan ceramah, seminar, diskusi, 
temu karya, lokakarya dan sarasehan seni; 

J. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi karya seni 
daerah; 

k. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyajian pergelaran 

dan pameran karya seni, pekan seni dan rekreasi sehat bagi 

masyarakat, pengolahan dan gladi seni, eksprimentasi karya seni, 

melaksanakan kegiatan seni lintas kabupaten/kota serta melaksanakan 

lokakarya dan sarasehan dokumentasi dan publikasi karya seni dan 

penyampaian informasi tertulis tentang karya seni; 

1. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penggalian, 

penelitian dan pengembangan seni daerah, melakukan inventarisasi 

dan pemeliharaan kebudayaan daerah serta melaksanakan kegiatan 
festival seni lintas Kabupaten/Kota; 

m. pengelolaan Rumah Radakng sesuai ketentuan yang berlaku; 

n. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Museum; 

o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang 
Museum; dan 

p. pelaksanaan tugas lain di bidang Museum yang diserahkan oleh Kepala 
Dinas. 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

Kepala UPT Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 )  huruf 
a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 
teknis operasional di bidang Museum dan Taman Budaya berdasarkan 
kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala 
UPT Museum mempunyai fungsi : 

a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Museum; 

b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Museum; 

c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang koleksi, 
konservasi dan preparasi sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dibidang bimbingan 
edukasi dan hubungan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan 
Deru11dang-1Kang2a,j 
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e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang penyajian 

pergelaran dan pameran karya seni, pekan seni dan rekreasi sehat bagi 

masyarakat, pengolahan dan gladi seni, eksperimentasi karya seni, 

melaksanakan kegiatan seni lintas kabupaten/kota serta melaksanakan 

lokakarya dan sarasehan dokumentasi dan publikasi karya seni dan 

penyampaian informasi tertulis tentang karya seni sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

f. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang penggalian, 
penelitian dan pengembangan seni daerah, melakukan inventarisasi 

dan pemeliharaan kebudayaan daerah serta melaksanakan kegiatan 
festival seni lintas Kabupaten/Kota serta pengelolaan rumah radakng 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. pelaksanaan pengawasan kegiatan teknis di lingkungan UPT Museum; 

h. pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Museum; 

1. pelaksanaan pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT 
Museum; dan 

j. pelaksanaan tugas lain di bidang Museum sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

6. Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 1 1  diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Bagian kelima 

Kedudukan dan Togas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 1 1  

(  1 )  Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1 )  huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan 
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan 
pelayanan teknis fungsional. 

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan 
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian 
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung 
kepada Pejabat Administrator. 

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan 
penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub 
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi 
tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat 
pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau 
Sub Koordinator Jabatan Fungsional. 
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(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta 
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok 
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14A 

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan 
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun 
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, 
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan 
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan 
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang 
unclangan. 

8. Ketentuan Pasal 18 cliubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam 
kegiatan pemantauan clan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan 
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan 
akuntabilitas kinerja yang clilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
bertanggung jawab di Bidang Organisasi. 

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 19 

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pacla UPT Museum dan UPT 
Taman Budaya tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada 
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 
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10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 59), serta segala ketentuan 
yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan 
Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 
A.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,¢ 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

Q; 
A. L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 



LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNOSI SERTA TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

KEPALA UPT 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, E 


